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BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembantaian dan kekerasan massal yang terjadi pasca
Peristiwva G30S bukan perang saudara sebagaimana
dipropagandakan oleh narasi resmi yang telah lama beredar.
Peristiwa ini justru disponsori negara melalui alat-alat
kekuasaannya. Segala bentuk pembunuhan dan kekerasan
yang terjadi memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap
kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia, namun para pelaku tak pernah dihukum
sementara korban dan keturunannya terus berhadapan
dengan stigma. Regulasi diciptakan untuk terus
melanggengkan stigmatisasi terhadap korban, beberapa di
antaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975
tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat
G30S/PKI Golongan C serta Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
yang berimplikasi pada diskriminasi dan pengingkaran atas
sejumlah hak-hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial, dan
budaya milik korban.

2. Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang korban,
viktimologi menjadi paradigma baru untuk membantu
memahami sebab-sebab viktimisasi dan menuntaskan
permasalahan ini. Selama ini, peraturan perundang-
undangan yang diskriminatif telah melanggengkan stigma
yang bermuara pada viktimisasi terhadap korban secara
terus-menerus. Penghapusan terhadap peraturan perundang-

undangan yang diskriminatif dipandang sebagai sebuah
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langkah progresif untuk mendukung pembentukan kembali
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi demi terciptanya
rekonsiliasi nasional. Selama ini, berbagai lembaga hukum
telah mendorong terwujudnya upaya rekonsiliasi dan
penghapusan diskriminasi terhadap korban demi terciptanya
negara hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  1945.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat memang tidak
mudah, namun sebagai negara hukum, penegakan hak asasi
manusia harus terus didorong sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
B. Saran

Atas berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya,

penulis memiliki beberapa saran yang antara lain adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagai perumus peraturan
perundang-undangan untuk mengevaluasi kembali berbagai
peraturan yang masih mendiskriminasi korban. Aturan-
aturan tersebut harus segera direvisi atau diganti dengan
regulasi baru yang mengakomodasi kepentingan korban-
korban pelanggaran HAM Berat di masa lalu.

2. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu terus
berkontribusi dalam upaya pengentasan stigma dan
diskriminasi terhadap korban dengan melakukan pemantauan
dan penilaian atas kebijakan dan/atau tindakan pemerintah
yang masih diskriminatif atau berpotensi menimbulkan
diskriminasi.

3. Bagi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966
atau YPKP 65 untuk tanpa henti membentuk kesadaran

masyarakat atas eksistensi korban dan praktik kekerasan
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yang selama ini masih mereka alami, sehingga jangkauan
audience perlu diperluas dan menyasar pada generasi muda

seperti pelajar dan mahasiswa.
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